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RINGKASAN 

 
Kewenangan peradilan militer dalam menindak anggota Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) yang melakukan tindak pidana umum, yang secara normatif seharusnya 

diperiksa dan diadili melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang- 

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun, realitas hukum menunjukkan 

bahwa hingga saat ini praktik pengadilannya masih berada dalam yurisdiksi peradilan 

militer. Permasalahan ini menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum yang 

berlaku dengan praktik peradilan di lapangan, sehingga menimbulkan pertanyaan 

akan efe ktivitas supremasi hukum, prinsip equality before the law, serta integritas 

sistem peradilan pidana nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup 

dua hal pokok, yaitu: pertama, mengapa anggota TNI yang melakukan tindak pidana 

umum tetap diperiksa dan diadili di peradilan militer; dan kedua, bagaimana akibat 

hukum terhadap anggota TNI yang telah terbukti melakukan tindak pidana umum. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan 

studi kasus, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum 

yang relevan, serta mengamati praktik peradilan militer terhadap pelanggaran hukum 

oleh anggota TNI. Secara konseptual, tesis ini berpijak pada teori sistem peradilan, 

teori kewenangan, dan teori kepastian hukum. Data penelitian diperoleh dari bahan 

hukum primer seperti undang-undang dan ketetapan MPR, Hasil kajian menunjukkan 

bahwa masih berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer menjadi dasar hukum utama yang digunakan oleh institusi militer untuk 

mempertahankan yurisdiksinya, meskipun ketentuan tersebut sudah tidak 

sepenuhnya relevan dengan semangat reformasi hukum dan demokratisasi 

pascareformasi 1998. Salah satu studi kasus, seorang jurnalis yang tewas akibat 

dugaan pembunuhan oleh anggota TNI AL, yang justru diproses dalam peradilan 

militer. Kasus ini menegaskan urgensi reformasi sistem peradilan militer agar lebih 

akuntabel, transparan, dan menjamin hak-hak korban serta keadilan bagi masyarakat 

sipil. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem dualisme yurisdiksi 

antara peradilan umum dan militer perlu segera diharmonisasi. Pemerintah dan DPR 

RI diharapkan dapat segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Peradilan Militer, 

agar sistem hukum Indonesia benar-benar mencerminkan prinsip keadilan substantif 

dan menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, termasuk bagi 

prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. 
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ABSTRAK 

kewenangan peradilan militer dalam memeriksa dan mengadili anggota Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum, serta menganalisis 

akibat hukum yang timbul terhadap prajurit TNI yang terbukti bersalah dalam 

melakukan perbuatan pidana tersebut. Latar belakang permasalahan berangkat dari 

disharmoni antara ketentuan normatif dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan 

bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan umum apabila melakukan 

tindak pidana umum, dengan kenyataan praktik peradilan yang masih menggunakan 

yurisdiksi peradilan militer. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan persoalan 

dalam konteks kepastian hukum, akuntabilitas peradilan, dan implementasi prinsip 

equality before the law dalam sistem hukum nasional. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun secara teoritis dan normatif 

peradilan umum telah ditetapkan sebagai forum yang berwenang mengadili prajurit 

TNI dalam perkara pidana umum, keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1997 tentang Peradilan Militer masih digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan 

proses peradilan. Hal ini diperkuat dengan dalih belum adanya peraturan peralihan 

atau peraturan pelaksana yang secara eksplisit mencabut kewenangan tersebut dari 

peradilan militer. Dalam praktiknya, kondisi ini menimbulkan kekaburan norma dan 

ketidakpastian hukum, serta membuka ruang bagi intervensi institusional yang 

dapat melemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Studi kasus pembunuhan 

seorang jurnalis bernama Juwita oleh anggota TNI menjadi ilustrasi konkret dari 

permasalahan tersebut. Penanganan kasus oleh peradilan militer menuai kritik 

publik karena dianggap menutup akses terhadap keadilan yang terbuka dan 

imparsial. Temuan ini menegaskan urgensi pembaharuan hukum melalui revisi 

terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan implementasi penuh 

ketentuan Pasal 65 UU Nomor 34 Tahun 2004 agar sistem peradilan nasional lebih 

menjamin keadilan substantif, kesetaraan hukum, serta penghormatan terhadap hak 

asasi manusia 

 

Kata Kunci : Peradilan Militer, Tindak Pidana Umum, Kewenangan Tentara 

Nasional Indonesia 
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ABSTRACT. 

The authority of military courts in examining and trying members of the Indonesian 

National Armed Forces (TNI) who commit general crimes, as well as analyzing the legal 

consequences that arise for TNI soldiers who are proven guilty of committing these 

crimes. The background to the problem stems from the disharmony between the 

normative provisions in Article 65 paragraph (2) of Law Number 34 of 2004 concerning 

the Indonesian National Armed Forces, which states that TNI soldiers are subject to the 

authority of general courts when committing general crimes, with the reality of judicial 

practice which still uses the jurisdiction of military courts. This discrepancy raises 

problems in the context of legal certainty, judicial accountability, and the 

implementation of the principle of equality before the law in the national legal system. 

This research uses a normative juridical approach combined with case studies, with 

data collection techniques including literature review and in-depth interviews with law 

enforcement actors from both the general and military courts. In its discussion, this 

research draws on theories of the judicial system, authority, and legal certainty to 

examine the absolute authority of military courts and its limitations following legal 

reform. 

The research findings show that although theoretically and normatively, general courts 

have been designated as the authorized forum to try TNI soldiers in general criminal 

cases, Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice continues to be used as the 

legal basis for the implementation of the judicial process. This is reinforced by the 

pretext that there are no transitional regulations or implementing regulations that 

explicitly revoke this authority from military courts. In practice, this situation creates 

unclear norms and legal uncertainty, and opens up space for institutional intervention 

that can undermine the principles of transparency and accountability. The case study of 

the murder of journalist Juwita by members of the Indonesian National Armed Forces 

(TNI) provides a concrete illustration of this problem. The handling of the case by 

military justice has drawn public criticism for allegedly blocking access to open and 

impartial justice. These findings underscore the urgency of legal reform through a 

revision of Law Number 31 of 1997 and the full implementation of Article 65 of Law 

Number 34 of 2004 to ensure that the national justice system better guarantees 

substantive justice, legal equality, and respect for human rights. 

 

Keywords: Military Justice, General Crimes, Authority, Indonesian National Armed 

Forces 
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